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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan Publik Pada Dasarnya Adanya Upaya Dari Pemerintah 

Daerah UntukMemberikan pelayanan terkait dengan fasilitas publik yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Kondisi ini menjadika implementasi 

pelayanan publik sesuai dengan ketentuan menjadi hal penting untuk 

dilakukan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan implementasi kebijakan 

merupakan bentuk nyata atau riil dari instansi terkait dengan fasilitas publik 

yang harus mmeberikan jaminan kepuasan kepada Masyarakat. Wahab 

Mengatakan Implementasi Atau Pelaksanaan Keputusan Kebijakan Dasar, 

Biasanya Dalam Bentuk Undang-Undang, Namun Dapat Pula Berbentuk 

Perintah-Perintah Atau Keputusan-Keputusan Eksekutif Yang Penting Atau 

Keputusan Badan Peradilan. Implementasi Tersebut Terkait Secara Langsung 

Dengan Upaya Untuk Menjalankan Prosedur Kebijakan Sesuai Dengan 

Ketentuan. 

Pelayanan Yang Pro Kepada Publik Dan Mampu Mengikis Budaya 

Paternalisme (Pelayanan Yang Pro Kepada Pimpinan Atau Birokrat Pimpinan 

Birokrasi), Yaitu Menunjukkan Bahasa System Yang Terbagun Harus 

Menjadi Pioner Dalam Mendudukkan Warga Negara Sebagai Publik Yang 

Harus Mendapatkan Hak Dilayani Secara Lebih Baik Oleh Aparat 

Pemerintah. Pelayanan Publik Membutuhkan Kepercayaan Publik Sendiri 
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Amaat Dipengaruhi Oleh Standar Kepuasan. Standar Kepuasan Publik 

Sendiri Dalam Kondisi Ideal Akan Terus Naik. 

Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Sudah Dilakukan 

Oleh Birokrasi Pemerintahan Bukanlah Pekerjaan Mudah, Namun Halnya 

Membalikkan Telapak Tangan Mengingat Pembaharuan Tersebut 

Menyangkut Aspek Yang Telah Membudaya Dalam Lingkaran Birokrasi 

Pemerintahan Kita. Salah Satu Aspek Yang Membuat Buruknya Pelayanan 

Publik Adalah Kultur Birokrasi Yang Tidak Kondusif Yang Sudah Lama 

Mewarnai Pola Pikir Birokrat Sejak Era Kolonial Dahulu. Prosedur Dan Etika 

Pelayanan Yang Berkembang Dalam Birokrasi Kita Sangat Jauh Dari Nilai- 

Nilai Dan Praktik Yang Menghargai Warga Bangsa Sebagai Warga Negara 

Yang Berdaulat. Prosedur Pelayanan Misalnya, Tidak Dibuat Untuk 

Mempermudah Pelayanan Tetapi Lebih Untuk Melakukan Kontrol Terhadap 

Perilaku Warga Sehingga Prosedurnya Berbelit-Belit Dan Rumit. 

Untuk Mewujudkan Amanat Konstitusi Negara Dan Melihat Esensi 

Dari Pelayanan Publik Tersebut, Pemerintah Telah Mengeluarkan Landasan 

Kebijakan Berupa Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik Sesuai Dengan Upaya Peningkatan Kualitas Dan Menjamin 

Penyediaan Pelayanan Publik. Sesuai Dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, Serta Untuk Memberikan Perlindungan Bagi Setiap 

Warga Negara Dari Penyalahgunaan Wewenang. Maka Dari Itu Pemerintah 

Daerah Harus Dapat Memberikan Pelayanan Publik Sebaik Mungkin. 

Menurut Joe Fernandes (2012 :209) Pemerintah Daerah Sebagai 



3 
 

Penyedia Layanan Publik Dituntut Kemampuanya Untuk Meningkatkan 

Kualitas Layanan, Maupun Menetapkan Standar Layanan Yang Berdimensi 

Menjaga Kualitas Hidup, Melindungi Keselamatan Dan Kesejahteraan 

Rakyat. Kualitas Layanan Juga Dimaksudkan Agar Semua Masyarakat Dapat 

Menikmati Layanan, Sehingga Menjaga Kualitas Layanan Publik Juga 

Berarti Menjamin Hak-Hak Asasi Warga Negara. Jadi Disini Peran 

Implementasi Memberikan Dukungan Terkait Dengan Jaminan Bahwa 

Kebijakan Yang Ditetapkan Dapat Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan. 

Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Yang 

Berkualitas Khususnya Didaerah, Perlu Adanya Perubahan -Perubahan Yang 

Mendasar Perubahan Aturan Perundang-Undangan, Budaya Birokrasi Dan 

Manajemen Sumber Daya Aparatur. Adanya Perubahan Mendasar Atas 

Manajemen Pemerintahan Tersebut Melalui Kerangka Reformasi Birokrasi. 

Melalui Proses Yang Sistematis Dan Komprehensif Guna Untuk Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Dimana Mencakup Perbaikan 

Kualitas Pelayanan Public. 

Pada Hakikatnya, Desentralisasi Adalah Sebagai Salah Satu Gagasan 

Penting Dalam Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia. Serta 

Menawarkan Format Kelembagaan Birokrasi Yang Ideal Untuk 

Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Prima. Dengan Format 

Kelembagaan Baru Tersebut Mampu Mempengaruhi Perubahan Pola Pikir 

Dan Perilaku Para Aparatur Agar Dapat Profesional Dalam Menyelengarakan 

Pelayanan Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat. Pada Kondisi Lain, Daya 
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Kritis Masyarakat Telah Menciptakan Tuntutan Keterbukaan Dari Setiap 

Penyelenggaraan Pemerintah. Hal Tersebut Menjadi Sebuah Tantangan Yang 

Harus Dijawab Melalui Perubahan Secara Kultural Maupun Struktural Atas 

Birokrasi Pemerintahan, Sehingga Berimplikasi Terhadap Optimalisasi 

Pelayanan Publik. 

Di Indonesia, Pemerintah Daerah Sebagai Garda Terdepan 

Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Harus Melakukan Pelayanan Secara 

Cepat Seiring Dengan Perubahan Kelembagaan Yang Ada Saat Ini. Berbeda 

Dengan Situasi Pemerintahan Yang Sentralistik, Yaitu Pemerintah Daerah 

Hanya Berperan Sebagi Pelaksana Kebijakan - Kebijakan Negara Pemerintah 

Pusat. Lebih Lanjut Desentralisasi Telah Memberikan Ruang Yang Otonom 

Bagi Daerah Untuk Melakukan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Kebijakan Publik Yang Baik Sesuai Dengan Kondisi Masyarakat Setempat. 

Termasuk Didalamnya, Mandiri Dalam Membangun Konsepsi Dan 

Implementasi Penyelenggaraan Publik. 

Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah Menyebutkan Bahwa Camat Dalam Pelaksanaan 

Tugasnya Memperoleh Sebagian Wewenang Bupati/Walikota Untuk 

Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Atas Dasar Tersebut, 

Kecamatan Tetap Berposisi Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Serta 

Barameter Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Setiap Kabupaten. 

Peran Strategis Inilah Yang Perlu Terus Didukung Oleh Seluruh Pelaku 

Kepentingan (Stakeholders) Di Daerah, Agar Seluruh Kecamatan Di 
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Indonesia Benar-Benar Menjadi Agen Penyelenggara Pelayanan Prima Bagi 

Masyarakat. 

Salah Satu Bentuk Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggrai 

Barat , Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Adalah 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Kecamatan (Pacar). Diharapkan 

Mampu Memberikan Penguatan Terhadap Pelimpahan Sebagai Kewenangan 

Bupati/Walikota Kepada Camat Sebagaimana Diamanatkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Disamping 

Itu,Kecamatan Pacar Dapat Menjadi Akslerator Bagi Organisasi Kecamatan 

Dalam Membangun Akses Dan Meningkatkan Mutu Pelayanan, Sehingga 

Sebuah Pelayanan Semakin Cepat, Mudah, Terjangkau, Profesional. 

Tujuan Otonomi Daerah, Adalah Salah Satunya Untuk Mewujudkan 

Pelayanan Publik Yang Berkualitas. Tujuan Tersebut Mengikuti Perubahan 

Paradigma Pengelolaan Pemerintah Dari Sentralistik Ke Desentralistik. 

Adanya Perubahan Menjadi Lebih Penting Untuk Melahirkan Format 

Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efesien. Sehingga Dapat Memenuhi 

Kebutuhan Masyarakat Terhadap Public Goods (Barang Publik) Secara Cepat, 

Mudah, Dan Adil. 

Ratminto Dan   Winarsih   (2007:4-5)   Menjelaskan   Bahwa   

Dengan   AdanyaPelimpahan Wewenang Dari Pemerintah Pusat Ke 

Pemerintah Daerah Membuka Peluang Bagi Pemerintah Daerah Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Karena Pertama Otonomi Daerah Akan 

Memperpendek Tingkatan Atau Jenjang Hierarki Atau Pengambilan 
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Keputusan, Sehingga Pengambilan Keputusan Dapat Dilakukan Secara Lebih 

Cepat. Kedua Otonomi Daerah Akan Memperbesar Kewenangan Dan 

Keleluasaan Daerah Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota 

Dapat Merumuskan Dan Mengimplementasikan Kebijakan Yang Lebih 

Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Dan Tuntutan Masyarakat. Ketiga 

Otonomi Daerah Akan Memperpendek Penyelenggaraan Pemerintah Dengan 

Konstituenya Sehingga Penyelenggaraan Pemerintah Akan Dapat Merespon 

Tuntutan Masyarakat Secara Lebih Tepat. Keempat Kedekatan Dengan 

Konstituennya Tersebut Juga Akan Meningkatkan Tingkat Akuntabilitas 

Penyelenggara Pemerintah Karena Masyarakat Lebih Dekat Dan Memiliki 

Akses Yang Lebih Besar Untuk Mengontrol Jalannya Pemerintahan. 

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah Diatas , Maka Saya Ingin 

Mengetahui Informasi Lebih Mengenai Implementasi Pelayanan Publik Di 

Kantor Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat’’. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Maka Rumusan Masalah 

Penelitian Ini Adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pacar 

Kabupaten Manggarai Barat? 

2. Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi 

Pelayanan Publik Di Kantor Camat Pacar. 



7 
 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Adalah Sebagai Berikut: 

1. Untuk Mengetahui Penyelenggaraan Implementasi Pelayanan Publik Di 

Kantor Kecamatan Pacar 

2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penyelenggaraan Implementasi 

Pelayanan Publik   Di Kantor Kecamatan Pacar . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini dapat memberikan sumber pengetahuan 

yang sesuai dengan bidang ilmu administrasi Negara khususnya 

manajemen sumber daya manusia pada hasil kinerja aparatur pemerintah 

yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan peraturan. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat untuk memberikan 

masukkan bagi kantor camat pacar kabupaten manggarai barat dalam 

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan. 

 

 

  


